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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2016 NOMOR 45 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 45 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 7 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka 
dipandang perlu menetapkan Susunan Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng; 

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a 
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3234); 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5494 ); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 
5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 

2016 Nomor 6). 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng; 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng ; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng; 

6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bantaeng; 

7. Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah Asisten, Kepala 
Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bantaeng; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng; 

9. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural. 
 

BAB  II 
KEDUDUKAN 

 

Pasal 2 
 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati  

 
BAB  III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 3 

 
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah 
b. Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari : 
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1. bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri atas: 
a) sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan; 

b) sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah dan Kerja Sama; dan 
c) sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa 

2. bagian Organisasi dan Kepegawaian 
a) sub Bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan Pemberdayaan 

Aparatur 
b) sub Bagian Analisis Akuntabilitas Kinerja 
c) sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik  

3. bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
a) sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; 

b) sub Bagian HAM, Informasi dan Bantuan Hukum; dan 
c) sub Bagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa; 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 
1. bagian Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah (PBJP)terdiri atas: 

a) sub Bagian Penyusunan Program dan Pendukung PBJP Secara 
Elektronik; 

b) sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah (ULP);dan 

c) sub Bagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi. 
2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

a) sub Bagian Pertambangan Energi Sumber daya Mineral dan 

Transmigrasi; 
b) sub Bagian Pembinaan BUMD; dan 

c) sub Bagian Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi 
3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

a) sub Bagian Bina Mental Spiritual 
b) sub Bagian Bina LembagaSosial Kemasyarakatan; dan 
c) sub Bagian Koordinasi Kesejahteraan Sosial; 

d. Asisten Administrasi Umum 
1. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri atas: 

a) sub Bagian Tata Usaha; 
b) sub Bagian Rumah Tangga; dan 

c) sub Bagian Perlengkapan; 
2. Bagian Keuangan dan Perencanaan terdiri atas: 

a) sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; 

b) sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan 
c) sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan; 

3. Bagian Humas dan Protokol terdiri atas: 
a) sub Bagian Protokol dan Perjalanan; 

b) sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan 
c) sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Bagan Susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng adalah 

sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV  

TUGAS DAN FUNGSI  

 
Pasal 4 

 
(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada pasal 

2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan 
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pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah serta pelayanan administratif. 

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. pelayanan  administratif  dan  pembinaan  Aparatur Sipil Negara; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

BAB V 
URAIAN TUGAS  

 
Bagian Kesatu 

Sekretaris Daerah 

 
Pasal 5 

 
(1) Sekretaris Daerah  mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah dalam 

hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Mengkoordinasikan dengan Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat; membina dan mengkoordinasikan pada Unit 

Kerja Lembaga Perangkat Daerah; mengarahkan dan membuat petunjuk 
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;  serta membuat laporan 

secara Berkala;  
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris 

Daerah mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Bantaeng; 

b. penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan; dan 
c. pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng. 
(3) Uraian tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

adalah sebagai berikut: 

a. menyusun dan menetapkan rancangan Rencana Strategis Kabupaten; 
b. menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja; 

c. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD); 

d. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan 
Kerja  serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)  
dengan Bupati dan DPRD; 

e. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan 
Kerja  serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

dengan Instansi terkait; 
f. mendistribusikan tugas-tugas kepada Asisten dan Bagian lingkup 

Sekretariat Daerah  sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
g. membantu Bupati dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian 

Daerah; 

h. membina Administrasi, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta 
memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat 

Daerah; 
i. membina dan mengkoordinasikan semua unit kerja lembaga perangkat 

daerah; 
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j. mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan pemerintahan  
pembangunan dan kemasyarakatan; 

k. membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; 
l. menerima dan menindaklanjuti data dan informasi; 

m. menjalin Kerjasama dengan pemanfaatan dan pemerhati bidang 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

n. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya; 
p. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat 

daerah; 
q. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran 

Satuan Kerja berkala; 
r. merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah; 
s. membuat laporan secara berkala dan atau temporer kepada Bupati; dan 

t. melakukan Penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja pegawai dalam 
SKP. 

 
Bagian Kedua 

Asisten Administrasi Pemerintahan 
 

Pasal  6 

 
(1) Asisten Administrasi Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan 
koordinasi, perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan 

dan pelaporan bidang Administrasi Pemerintahan Umum, Organisasi dan 
Kepegawaian, Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 

Administrasi Pemerintahan, mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan; 
b. perumusan kebijakan peraturan perundang- undangan; 

c. penyelenggaraan pembinaan organisasi; 
d. penyelenggaraan dan pengaturan pelimpahan kewenangan Bupati 

kepada camat dan lurah; 

e. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan HAM, 
organisasi dan tata laksana, ketentraman, ketertiban dan perlindungan 

masyarakat; 
f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian 

atas penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan ham, organisasi dan 
kepegawaian; 

g. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.; 
(3) Uraian tugas Asisten Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 6 ayat (1), adalah sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan dan pembinaan administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan; 
b. merumuskan kebijakan peraturan perundang- undangan; 
c. menyelenggarakan pembinaan organisasi; 

d. menyelenggarakan dan mengatur pelimpahan kewenangan Bupati 
kepada camat dan lurah; 

e. mengkoordinasikan   penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan HAM, 
Organisasi dan kepegawaian;  
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f. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian 
atas penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan HAM, Organisasi dan 

Kepegawaian; dan 
g. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Administrasi 

Pemerintahan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

Bagian Ketiga 

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 
 

Pasal 7 
 

(1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dipimpin oleh Kepala Bagian, 
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan 
kegiatan bidang evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah, fasilitasi 

perangkat daerah dan kerja sama serta pembinaan pemerintahan 
Kecamatan dan Kelurahan/desa 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan bahan teaahan staf dan merumuskan kebijakan dan 
melaksanakan kegiatan bidang bidang evaluasi dan pelaporan kinerja 
pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja sama serta pembinaan 

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/ desa; 
b. penelitian, penelaahan dan pengevaluasian tehadap perumusan 

kebijakan dan melaksanakan kegiatan bidang evaluasi dan pelaporan 
kinerja pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja sama serta 

pembinaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa 
c. penyiapan bahan pertimbangan merumuskan kebijakan dan 

melaksanakan kegiatan bidang evaluasi dan pelaporan kinerja 

pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja sama serta pembinaan 
pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa; 

d. sinkronisasi kegiatan bidang administrasi pemerintahan umum dan 
evaluasi kinerja pemerintahan, evaluasi dan pelaporan kinerja 

pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja sama serta pembinaan 
pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa; 

e. pembinaan, monitoring dan evaluasi perumusan kebijakan dan 

melaksanakan kegiatan bidang bidang evaluasi dan pelaporan kinerja 
pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja sama serta pembinaan 

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/ desa; dan 
f. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 
(3) Uraian Tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah sebagai berikut : 

a. mengumpulkan bahan telaahan staf dan merumuskan kebijakan dan 
melaksanakan kegiatan bidang bidang evaluasi dan pelaporan kinerja 

pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja sama serta pembinaan 
pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/ desa; 

b. meneliti, menelaah dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan kegiatan bidang evaluasi dan pelaporan kinerja 
pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja sama serta pembinaan 

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa; 
c. menyiapkan bahan pertimbangan kebijakan dan melaksanakan kegiatan 

bidang administrasi pemerintahan umum,evaluasi dan pelaporan kinerja 
pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja sama serta pembinaan 

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa; 
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d. sinkronisasi kegiatan bidang administrasi pemerintahan umum,evaluasi 
dan pelaporan kinerja pemerintah, fasilitasi perangkat daerah dan kerja 

sama serta pembinaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa, 
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan bagian 

administrasi pemerintahan 
e. membina, monitoring dan evaluasi merumuskan kebijakan dan 

melaksanakan kegiatan bidang administrasi pemerintahan umum, 
evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah, fasilitasi perangkat daerah 
dan kerja sama serta pembinaan pemerintahan Kecamatan dan 

Kelurahan/desa; dan 
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Administrasi 

Umum bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Pemerintahan. 
 

Paragraf 1 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan 
 

Pasal 8 
 

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan dipimpin oleh 
kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 
Administrasi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan koordinasi, 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang 
pemerintahan umum dan evaluasi kinerja pemerintahan; 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 
Pemerintahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan sub bagian 
pemerintahan umum dan evaluasi kinerja pemerintahan berdasarkan 
program kerja bagian pemerintahan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub  bagian pemerintahan umum dan evaluasi kinerja 

pemerintahan; 
c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
kegiatan pada sub bagian pemerintahan umum; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis yang berhubungan dengan tugas pemerintahan umum; 
e. menyusun program kerja dan anggaran sub bagian pemerintahan 

umum; 
f. mempersiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 

umum; 
g. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

pemerintahan umum; 
h. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kinerja pemerintahan, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, informasi laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akhir masa jabatan 
bupati dan memori serah terima jabatan; 

i. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional (staf) sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing agar semua tugas dapat 
terselesaikan dengan baik dan lancar; 

j. Menyiapkan bahan, menyusun dan pengajuan telahaan staf sesuai 
dengan bidang tugasnya; 

k. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub 
bagian pemerintahan umum dan evaluasi kinerja pemerintahan; 
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l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bagian pemerintahan 
Sekretariat Daerah untuk diketahui sebagi bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan 
m. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokonya Kepala Sub Evaluasi dan Pelaporan 

Kinerja Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Administrasi Pemerintahan Umum. 

 

Paragraf 2 
Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah dan Kerja Sama 

 
Pasal 9 

 
(1) Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah dan Kerjasama dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan koordinasi, 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang hubungan 

perangkat daerah dan Kerjasama 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah dan Kerja 

Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan sub bagian 

hubungan perangkat daerah dan kerja sama pada bagian pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub  bagian fasilitasi perangkat daerah dan kerjasama 
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
kegiatan pada sub bagian fasilitasi perangkat daerah dan kerjasama; 

d. Melaksanakan pembinaan administrasi perangkat daerah sesuai dengan 

petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 
e. Mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dengan penerimaan 

rombongan kunjungan kerja dan rapat kerja agar pelaksanaan berjalan 
dengan lancar; 

f. Mengkoordinasikan bahan perencanaan dan evaluasi pemilihan kepala 
daerah (PILKADA) dan pemilihan umum (PEMILU); 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; 

h. Menyiapkan bahan koordinasi proses pengangkatan dan pemberhentian 
kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

i. Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kerja sama 
daerah, lembaga maupun pihak ketiga; 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan mengenai pembentukan, 
penggabungan, penghapusan dan pemekaran daerah dan kecamatan; 

k. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional (staf) sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing agar semua tugas dapat 
terselesaikan dengan baik dan lancar; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Administrasi 
Pemerintahan Umum untuk diketahui sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan mendapatkan petunjuk 
lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknyaKepala Sub Fasilitasi Perangkat 

Daerah dan Kerja Samabertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Administrasi Pemerintahan Umum. 
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Paragraf 3 
Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 

 
Pasal 10 

 
(1) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu kepala 
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan koordinasi, 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan 

administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan 

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diuraikan sebagai 
berikut 

a. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan sub bagian bina 
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahanpada bagian pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub  bagian bina administrasi Pemerintahan Kecamatan dan 

Kelurahan 
c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
kegiatan; 

d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan penyelengaraan administrasi 

Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 
e. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan administrasi 
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 

f. menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penegasan 
batas daerah dan kecamatan; 

g. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahandengan 
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 

h. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan 
sebagian kewenangan pemerintahan daerah kepada camat dan lurah; 

i. menyiapkan bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan 
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 

j. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis administrasi Pemerintahan 

Kecamatan dan Kelurahan; 
k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk yang 

berhubungan dengan pembentukan, penggabungan, penghapusan 
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 

l. mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi 
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 

m. menyusun bahan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan 

administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 
n. mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional (staf) sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing agar semua tugas dapat 
terselesaikan dengan baik dan lancar; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Bagian Administrasi 
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng untuk 
diketahui sebagi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan 
p. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Administrasi 

Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. 
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Bagian Keempat 
Bagian Organisasi dan Kepegawaian 

 
Pasal 11 

 
(1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi 
penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan melaksanakan kegiatan 
bidang Kelembagaan,Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur, Analisis 

Akuntabilitas Kinerja serta Ketatalaksanaan dan Layanan Publik. 
(2) Uraian Tugas Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. merumuskan kebijakan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian dan 

Pemberdayaan Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah, Akuntabilitas 
Kinerja serta Tata Laksana dan Pelayanan Publik; 

b. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan analisis Jabatan, Analisis 

Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah 

daerah; 
d. merumuskan kebijakan di bidang pelayanan publik dan pengembangan 

inovasi; 
e. melaksanakan koordinasi di bidang Kelembagaan, Kepegawaian dan 

Pemberdayaan Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah, Akuntabilitas 

Kinerja serta Tata Laksana dan Pelayanan Publik; 
f. melaksanakan penataan Kelembagaan, Kepegawaian dan Pemberdayaan 

Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah, Akuntabilitas Kinerja serta Tata 
Laksana dan Pelayanan Publik; 

g. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan, 
Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah, 
Akuntabilitas Kinerja serta Tata Laksana dan Pelayanan Publik; 

h. pelaksanaan administrasi bidang organisasi dan kepegawaian; dan 
i. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Organisasi dan 

Kepegawaian bertanggung jawab kepada Asisten Bidang Administrasi 
Pemerintahan. 

 

 
Paragraf 1 

Sub Bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur  
 

Pasal 12 
 
(1) Sub Bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu 
Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi, merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang Kelembagaan, 
Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan 
Pemberdayaan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 

a. mengerjakan penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan 
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah, Peraturan dan instruksi bupati 
tentang pembentukan, Peyempurnaan atau Pengembangan kelembagaan 

Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah; 
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c. menyusun dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi 
jabatan; 

d. Memperoses hasil analisis dan formasi jabatan, melakukan kerjasama 
penyusunan pemamfaatan analisis jabatan serta pengolahan bahan 

jabatan unit kerja sesuai informasi jabatan yang dibutuhkan di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

e. menyusun rencana kegiatan Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur 
Lingkup Sekretariat Daerah; 

f. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub bagian bidang Kelembagaan, Kepegawaian dan Pemberdayaan 
Aparatur; 

g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub 
Bagian bidang Kelembagaan, Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur; 

dan 
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Kelembagaan, 

Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 

 
 

Paragraf 2 

Sub Bagian Analisis Akuntabilitas Kinerja 
 

Pasal 13 
 

(1) Sub Bagian Analisis Akuntabilitas Kinerjadipimpin oleh seorang Kasubbag 
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan 
koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

bidang akuntabilitas kinerja 
(2) Uraian Tugas Kasubbag Analisis Akuntabilitas Kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bagian 

Organisasi dan Kepegawaian  
b. menyusun rencana kegiatan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pemerintah Daerah; 

c. menyusun rencana kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah ; 

d. menyusun rencana kegiatan penyusunan Dokumen Evalusi Akuntabiltas 
Kinerja Pemerintah Daerah; 

e. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah ; 

f. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub  bagian analisis akuntabilitas kinerja; 
g. menyusun laporan kinerja pemerintah daerah; 

h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub 
Bagian Analisis Akuntabilitas Kinerja;  

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 
organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokonya Kepala Sub Analisis Akuntabilitas 
Kinerja bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan 

Kepegawaian. 
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Paragraf 3 
Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 

 
Pasal 14 

 
(1) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publikdipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang mempunyai 
tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi, 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang 

Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut 
a. Menyusun rencana kegiatan sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan 

Publik; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub  Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 

c. melakukankegiatan  di bidang kelembagaan dilingkungan Pemerintah 
Daerah; 

d. memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar 
Pelayanan Publik (SPP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 

Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik;  
e. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan 

pelayanan public bagi lembaga Pemerintah Daerah; 

f. menyusun pedoman kerja dan melaksanakan pembinaan Tata Naskah 
Dinas  bagi unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah; 

g. melakukan kegiatan  yang berkaitan di bidang kinerja pelayanan publik 
h. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pengaturan Pakaian Dinas PNS ; 
i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub 

Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan 

j. melaksanakan tugas –tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokonya Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan 

dan Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi 
dan Kepegawaian. 

 

Bagian Kelima 
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 
Pasal 15 

 
(1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan 

koordinasi penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan melaksanakan 
kegiatan bidang Peraturan Perundang-Undangan, HAM, Informasi dan 

Bantuan Hukum serta Tindak lanjut Temuan Pemeriksa. 
(2) Uraian Tugas Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. merumuskan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan, HAM, 

Informasi dan Bantuan Hukum serta Tindak lanjut Temuan Pemeriksa; 

b. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan 
Perundang-Undangan, HAM, Informasi dan Bantuan Hukum serta 

Tindak lanjut Temuan Pemeriksa; 
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Peraturan Perundang-Undangan, 

HAM, Informasi dan Bantuan Hukum serta Tindak lanjut Temuan 
Pemeriksa; 
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d. melaksanakan koordinasi di bidang Peraturan Perundang-Undangan, 
HAM, Informasi dan Bantuan Hukum serta Tindak lanjut Temuan 

Pemeriksa; 
e. melaksanakan penataan Peraturan Perundang-Undangan, HAM, 

Informasi dan Bantuan Hukum serta Tindak lanjut Temuan Pemeriksa; 
f. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan di bidang Peraturan Perundang-

Undangan, HAM, Informasi dan Bantuan Hukum serta Tindak lanjut 
Temuan Pemeriksa; 

g. mengumpulkan bahan telaahan staf dan penyusunan produk hukum 

daerah; 
h. melakukan penelitian, penelaahan dan pengevaluasian tehadap 

perumusan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian serta 
sosialisasi dan distribusi produk hukum; 

i. menyiapkan  bahan pertimbangan dan bantuan hukum aparat 
pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait perkara perdata dan tata 
usaha negara; 

j. sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih 
tinggi; 

k. penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 
bagian hukum; 

l. pembinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah; 
m. penghimpunan peraturan perundangan- undangan; dan  
n. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokonya Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia bertanggung jawab kepada Asisten Bidang Administrasi 
Pemerintahan. 

 
Paragraf 1 

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan 

 
Pasal 16 

 
(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangandipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian Perundang-undangan yang mempunyai tugas membantu Kepala 
Bagian Hukum dan HAM dalam melaksanakan koordinasi, merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang peraturan perundang-

undangan 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut 
a. menyusun rencana kegiatan sub Bagian perundang-undangan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub  bagian perundang-undangan; 

c. melakukan penelitian, penelaahan dan evaluasi terhadap peraturan 

perundang-undangan; 
d. mengumpulkan bahan telaahan  dan bahan pertimbangan dalam 

penyusunan produk hukum daerah; 
e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan 

produk hukum daerah; 
f. melakukan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum desa; 
g. meneliti, mengumpulkan dan mengolah data hokum; 

h. menyiapkan rancangan peraturan daerah dan produk-produk hukum 
daerah lainnya; 

i. melaksanakan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi dalam 
penyusunan produk hukum daerah; 

k. melakukan kegiatan  yang berkaitan di bidang perundang-undangan; 
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l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub 
Bagian perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan tugas –tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perundang-

undangan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM. 
 

Paragraf 2 

Sub Bagian HAM, Informasi dan Bantuan Hukum 
 

Pasal 17 
 

(1) Sub Bagian HAM, Informasi dan Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 
Hukum dan HAM dalam melaksanakan koordinasi, merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang HAM, penyebarluasan 
informasi produk hukum dan memberikan bantuan hukum.  

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian HAM, Informasi dan Bantuan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut 

a. menyusun rencana kerja sub bagian HAM, informasi dan bantuan 
hukum; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub  bagian ham, informasi dan bantuan hokum; 
c. melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada upaya 

perlindungan hak azasi manusia; 
d. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum; 

e. mengumpulkan bahan dan alat bukti dalam menyelesaikan 
permasalahan kukum yang menyangkut bidang tugas pemerintahan 
daerah; 

f. melakukan inventarisasi, menelaah serta mengevaluasi penanganan dan 
penyelesaian perkara yang dihadapi  oleh pemerintah daerah dan 

pemerintah desa; 
g.  melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran 

hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan pemerintah 
desa; 

h. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat 

pemerintah daerah dan pemerintah desa terhadapmasalah yang timbul 
dalam pelaksanaan tugas; 

i. menyelenggarakan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 
(SJDIH); 

j. mengumpulkan bahan dokumentasi dan informasi produk- produk 
hukum; 

k. menerbitkan lembaran daerah, berita daerah dan sarana informasi 

hukum lainnya; 
l. mendokumentasikan, memelihara, dan mengelola produk- produk 

hukum; 
m. mengelola bahan-bahan perpustakaan di bidang hukum dan 

memberikan layanan informasi hukum; 
n. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat; 

o. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian HAM, Informasi 
dan Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan 

HAM. 
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Paragraf 3 
Sub Bagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa 

 
Pasal 18 

 
(1) Sub Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Hukum dan HAM 
dalam melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kegiatan bidang tindak lanjut temuan pemeriksa.  

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ; 

a. menyusun rencana kerja sub bagian tindak lanjut temuan pemeriksa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub  bagian tindak lanjut temuan pemeriksa; 
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas tindak lanjut temuan pemeriksa; 

d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi kegiatan tindak lanjut 
temuan pemeriksa; 

e. menginventarisasi laporan temuan pemeriksa dan melaksanakan 
kegiatan tindak lanjut; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 
teknis  kegiatan tindak lanjut atas temuan pemeriksa; 

g. melaksanakan koordinasi dalam upaya percepatan tindak lanjut atas 

temuan tim pemeriksa; 
h. menyiapkan bahan dan menyusun telaahan staf kegiatan tindak lanjut; 

i. melaksankan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub 
bagian tindak lanjut temuan pemeriksa;dan 

j. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut 

Temuan Pemeriksabertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan 
HAM 

 
Bagian Keenam 

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan 
 

Pasal 19 

 
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan 
koordinasi, perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan 

dan pelaporan bidang Administrasi Pembangunan dan Pembinaan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Administrasi Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam serta Administrasi Kesejahteraan Rakyat.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi pembangunan dan 
pembinaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik; 

b. perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitasi layanan pengadaan barang 
dan jasa pemerintah/unit layanan pengadaan; 

c. penyelenggaraan pembinaan unit pengadaan barang dan dan jasa (ULP); 

d. penyelenggaraan dan pengaturan kebijakan urusan pertambangan, 
energy dan sumber daya mineral serta urusan transmigrasi; 

e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Badan Usaha Milik 
Daerah; 

f. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Sarana dan Prasarana 
Usaha Ekonomi; 
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g. perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan, 
penanggulangan kemiskinan dan sarana prasarana keagamaan ; 

h. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pelaporan bidang 
Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah, Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 

i. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian 
atas penyelenggaraan bidang Administrasi Pembangunan dan Pembinaan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Administrasi Perekonomian 

dan Sumber Daya Alam serta Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan 
j. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.; 
(3) Uraian tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan dan pembinaan administrasi pembangunan dan 

pembinaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik; 

b. merumuskan kebijakan pelaksanaan fasilitasi layanan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah/unit layanan pengadaan; 

c. menyelenggarakan pembinaan unit pengadaan barang dan dan jasa 
(ULP); 

d. penyelenggarakan dan pengaturan kebijakan urusan pertambangan, 
energy dan sumber daya mineral serta urusan transmigrasi; 

e. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Badan Usaha Milik 

Daerah; 
f. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Sarana dan Prasarana 

Usaha Ekonomi; 
g. merumuskan kebijakan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan, 

penanggulangan kemiskinan dan sarana prasarana keagamaan ; 
h. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pelaporan bidang 

Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah, Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 

a. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian 
atas penyelenggaraan bidang Administrasi Pembangunan dan Pembinaan 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Administrasi Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam serta Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan 

b. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

Bagian Ketujuh 
Bagian Administrasi Pembangunan dan 

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) 

 
Pasal 20 

 
(1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah (BPJP) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai 
tugas melaksanakan , pengkoordinasian bahan kebijakan dan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyusunan pelaksanaan 

program, pengendalian dan pelaporan serta menkoordinasikan kegiatan 
Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah(PBJP) mempunyai fungsi : 
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a. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan 
pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Administrasi 

Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
b. pengkajian dan perumusan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran 

Bagian Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah; 

c. pembinaan dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 
elektronik; 

d. penyusunan pedoman dan/ atau petunjuk teknis, mekanisme 

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah secara Elektronik; 

e. pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; 
f. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia 

pelaksana Layanan Barang dan Jasa Pemerintah; 
g. pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah ; 

h. pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan evaluasi sarana dan prasarana 
pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; 

i. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan laporan 
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Administrasi Pembangunan dan 

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporanAdministrasi 

Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas 
pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pembinaan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah(PBJP) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), adalah sebagai berikut : 
a. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan 

pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Administrasi 

Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
b. mengkaji dan merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran 

Bagian Administrasi Pembangunan dan Pembinaan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah;  

c. membina dan memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 
secara elektronik; 

d. menyusun pedoman dan/ atau petunjuk teknis, mekanisme pelaksanaan 

dan pelaporan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara 
Elektronik; 

e. melaksanakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; 
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia 

pelaksana Layanan Barang dan Jasa Pemerintah 
g. melaksanakan pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah ; 

h. melaksanakan pengendalian, pelaporan dan evaluasi sarana dan 
prasarana pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; 

i. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan laporan 
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Administrasi Pembangunan dan 

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
j. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan Administrasi 

Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas 
pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Administrasi 
Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bertanggung 

jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 
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Paragraf 1 
Sub Bagian Penyusunan Program dan  

Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik 
 

Pasal 21 
 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pendukung Pengadaan Barang dan 
JasaPemerintah secara Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan dan Pembinaan BPJP melaksanakan koordinasi, 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang 

Penyusunan Program dan Pendukung Pengadaan Barang dan 
JasaPemerintah secara Elektronik. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub bagian Penyusunan Program dan Pendukung 
Pengadaan Barang dan JasaPemerintah secara Elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan 
bidang Penyusunan Program dan Pendukung Pengadaan Barang dan 

JasaPemerintah secara Elektronik   
b. menyusun kebijakan teknis standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada sub bagian Penyusunan Program dan 
Pendukung Pengadaan Barang dan JasaPemerintah secara Elektronik 

c. melakukan pengendalian dan pemantauan sarana dan prasarana 

pendukung Pengadaan Barang dan JasaPemerintah secara Elektronik  
d. mengumpulkan dan mengolah data usulan perencanaan kegiatan 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik  
e. menyusun dan mengolah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah dari SKPD; 
f. mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik ; 
g. mengawasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja / panitia Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah ; 
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi . 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara 

Elektronik bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi 
Pembangunan dan Pembinaan BPJP. 

 
Paragraf 2 

Sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah 
 

Pasal 22 

 
(1) Sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintahdipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan 

Pembinaan BPJP dalam melaksanakan koordinasi, merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang Layanan Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai 

berikut : 
a. menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan 

bidang Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 
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b. menyusun kebijakan teknis standar operasional prosedur dalam 
pelaksanaan kegiatan pada sub bagian Bagian Fasilitasi Layanan 

Pengadaan Barang dan Jasa 
c. menginventarisasi  Paket-paket yang akan  di lelang/diseleksi 

d. menkoordinasikan  Pelaksanaan Pemilihan  penyedia Barang /Jasa  
yang dilaksanakan oleh  Kelompok Kerja Pengadaan 

e. menyiapkan  dokumen  pendukung dan  informasi  yang  dibutuhkan    
Kelompok Kerja Unit Layanan  Pengadaan .  

f. memfasilitasi  Pelaksanaan Penyedia  Barang/ Jasa  yang dilaksanakan 

oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan . 
g. mengagendakan  dan menkoordinasikan  sanggahan  yang 

disampaikan   oleh  penyedia Barang /Jasa  
h. melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan  Pengadaan 

dan menyusun laporan  Pengadaan barang/ Jasa ; 
i. menyiapkan  dan mengkoordinasikan Tim  Teknis  Unit Layanan 

Pengadaan 

j. mengumpulkan dan mengolah dokumen perencanaan kegiatan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah SKPD ; 

k. menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah; 
l. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

m. mengawasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja / panitia Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah; 

n. mengkoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan  Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah;  
o. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  kegiatan pengadaan 

barang dan jasa ; dan 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan  sesuai  bidang 

tugas. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Fasilitasi 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala 

Bagian Administrasi Pembangunan dan Pembinaan BPJP 
 

Paragraf 3 
Sub Bagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi 

 
Pasal 23 

 

(1) Sub Bagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Pembinaan BPJP dalam melaksanakan 
koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

bidang pengendalian pelaporan dan evaluasi: 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 

a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub  bagian pengendalian, pelaporan dan evaluasi ; 

b. melakukan pemantauan fisik dan keuangan kegiatan pengadaan barang 
dan jasa pemerintah SKPD ; 

c. menkoordinasikan hasil pementauan fisik dan keuangan kegiatan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah ke pimpinan SKPD ; 

d. menyiapkan  dokumen  pendukung dan  informasi  yang  dibutuhkan  

dalam penyusunan laporan kegiatan pengadaan barang  dan jasa 
pemerintah .  

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan  Pengadaan 
dan menyusun laporan  kemajuan fisik dan keuangan kegiatan 

Pengadaan barang/ Jasa ; 
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f. mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan 
Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian  dengan Kepala Bagian dan 

Kepala Sub Bagian; 
g. membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup Sub 

Bagiannya; 
h. dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan; 

i. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahanan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas-tugas bidang pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan 
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 
organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Pengendalian, 
Pelaporan dan Evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan dan Pembinaan BPJP 

 
Bagian Kedelepan 

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
 

Pasal 24 
 

(1) Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan 
koordinasi penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan melaksanakan 

kegiatan bidang Pertambangan Energi, Sumber Daya Mineral dan 
Transmigrasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Sarana Prasarana Usaha 

Ekonomi.   
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bagian 

Administrasi Perekonomian dan SDA, mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pertambangan Energi, Sumber 
Daya Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Sarana 

Prasarana Usaha Ekonomi; 
b. pelaksanaan koordinasi di bidang Pertambangan Energi, Sumber Daya 

Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Sarana 
Prasarana Usaha Ekonomi ; 

c. pelaksanaan kegiatan bidang Kebijakan Pertambangan Energi, Sumber 

Daya Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Sarana 
Prasarana Usaha Ekonomi; 

d. evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pertambangan Energi, 
Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik Daerah dan 

Sarana Prasarana Usaha Ekonomi; 
e. Pelaksanaan administrasi bidang perekonomian dan SDA; 
f. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 
(3) Uraian Tugas Kepala BagianAdministrasi Perekonomian dan SDA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. merumuskan kebijakan di bidang Kebijakan Pertambangan Energi, 

Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik Daerah dan 
Sarana Prasarana Usaha Ekonomi; 

b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Kebijakan Pertambangan 

Energi, Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik 
Daerah dan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi 

c. melaksanakan koordinasi di bidang bidang Kebijakan Pertambangan 
Energi, Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik 

Daerah dan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi; 
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d. melaksanakan penataan administrasi bidang Kebijakan Pertambangan 
Energi, Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik 

Daerah dan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi; 
e. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan kegiatan Kebijakan Pertambangan 

Energi, Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik 
Daerah dan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi; 

f. melaksanakan administrasi bidang perekonomian; dan 
g. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Administrasi 
Perekonomian dan SDA bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian 

dan Pembangunan 
 

Paragraf 1 
Sub Bagian Pertambangan Energi,  

Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi 

 
Pasal 25 

 
(1) Sub Bagian Pertambangan Energi, Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA dalam 
melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

kegiatan perumusan kebijakan bidang pertambangan Energi, Sumber Daya 
Mineral dan Transmigrasi. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Pertambangan Energi, Sumber Daya 
Mineral dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ; 

a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub bagian Pertambangan Energi, Sumber Daya Mineral dan 
Transmigrasi ; 

b. menyusun rencana kerja sub bagian Pertambangan Energi, Sumber Daya 
Mineral dan Transmigrasi 

c. menyusun perumusan kebijakan sebagai bahan koordinasi bidang 
Pertambangan Energi, Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi 

d. melakukan koordinasi Pertambangan Energi, Sumber Daya Mineral dan 
Transmigrasi 

e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Pertambangan 

Energi, Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA 

 

Paragraf 2 
Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 

 
Pasal 26 

 
(1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi 

Perekonomian dan SDA dalam melaksanakan koordinasi, merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang perumusan kebijakan 

pembinaan BUMD 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 26 ayat (1) diuraikan sebagai berikut ; 
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a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub  bagian pembinaan BUMD 

b. menyusun rencana kerja sub bagian pembinaan BUMD 
c. menyusun perumusan kebijakan sebagai bahan koordinasi bidang 

investasi dan BUMD  
d. melakukan koordinasi Kebijakan Ekonomi, Investasidan BUMD 

e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan 
SDA 

 
Paragraf 3 

Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi 

 
Pasal 27 

 
(1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 
Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alamdalam melaksanakan 
koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

bidang Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi. 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian sarana dan prasarana usaha ekonomi 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) diuraikan sebagai berikut ; 
a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub  bagian sarana dan prasarana usaha ekonomi ; 
b. menyusun rencana kerja sub bagian sarana dan prasarana usaha 

ekonomi ; 

c. menyusun perumusan kebijakan sebagai bahan koordinasi bidang 
sarana dan prasarana usaha ekonomi; 

d. melakukankoordinasidan pendataan sarana dan prasarana usaha 
ekonomi ; 

e. melaksanakanevaluasidanmenyusunlaporan kegiatan bidang sarana dan 
prasarana usaha ekonomi; 

f. membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup Sub 

Bagiannya; 
g. membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam pembinaan 

dan pengembangan pegawai di lingkup Sub Bagiannya; 
h. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan umum, standar, 

norma, etika dan prosedur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pembangunan; 

i. melaksanakan pemantauan,  monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP 

Sub Bagian; 
j. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, 

Kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas di 

bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan; 
k. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahanan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berhubungan dengan tugas-tugas sarana dan prasarana usaha ekonomi; 
l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dengan 

perangkat daerah khususnya di bidang pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan pembangunan; 

m. menghimpun, mengklasifikasi dan menyusun data statistik administrasi 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan; 
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n. membantu kepala Bagian dalam menyusun laporan secara berkala 
terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian sarana dan prasarana usaha 

ekonomi; dan 
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 
organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokonya Kepala Sub Bagian sarana dan 
prasarana usaha ekonomi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Administrasi Perekonomian dan SDA 

 
Bagian Kesembilan 

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
 

Pasal 28 
 

(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan 
koordinasi penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan melaksanakan 

kegiatan bidang Mental Spiritual, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan 
Koordinasi Kesejahteraan Sosial 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang Mental Spiritual, Lembaga Sosial 

Kemasyarakatan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat  
b. pelaksanaan koordinasi di bidang Mental Spiritual, Lembaga Sosial 

Kemasyarakatan dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial 
c. evaluasi dan pelaporan di bidang Mental Spiritual, Lembaga Sosial 

Kemasyarakatan dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial 
d. pelaksanaan administrasi bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
e. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 
(3) Uraian Tugas Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. merumuskan kebijakan di bidang Mental Spiritual, Sosial 

Kemasyarakatan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; 
b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Mental Spiritual, Sosial 

Kemasyarakatan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; 

c. melaksanakan koordinasi di bidang Mental Spiritual, Sosial 
Kemasyarakatan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; 

d. melaksanakan penataan administrasi bidang Mental Spiritual, Sosial 
Kemasyarakatan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; 

e. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan bidang Mental Spiritual, Sosial 
Kemasyarakatan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; 

f. melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan Rakyat; dan 

g. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Admnistrasi 
Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan. 
 

Paragraf 1 

Sub Bagian Mental Spritual 
 

Pasal 29 
 

(1) Sub Bagian Mental dan Spiritual dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi 
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Kesejahteraan Rakyat melakukan melaksanakan koordinasi, merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang mental dan spiritual, 

sosial kemasyarakatan dan koordinasi kesejahteraan rakyat. 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Mental dan Spiritual sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)) dirinci sebagai berikut 
a. merancang rencana program dan petunjuk teknis bidang mental 

spiritual; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub   bagian mental dan spiritual; 

c. menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan bidang mental spiritual; 
d. merancang bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan 

sarana prasarana tempat ibadah, lembaga pendidikan Al Qur’an dan 
organisasi keagamaan; 

e. melakukan pengawasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian 
dalam dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan sarana 
prasarana tempat ibadah, lembaga pendidikan Al Qur’an dan organisasi 

keagamaan ; 
f. merancang bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi 

lain  dibidang mental spiritual; dan 
g. Menyusun bahan laporan dan evaluasi tugas bidang mental 

spiritual;melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan 
berkaitan dengan tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja 
Organisasi 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Mental dan Spiritual 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan 

Rakyat. 
 

Paragraf 2 
Sub Bagian Bina Lembaga Sosial Kemasyarakatan 

 

Pasal 30 
 

(1) Sub Bagian Bina Lembaga Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang 
kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi, 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dan pembinaan lembaga 
social kemasyarakatan. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub BagianBina Lembaga Sosial Kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 

a. merancang dan menyusun rencana program dan petunjuk teknis bidang 
administrasi lembaga sosial kemasyarakatan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub   bagian lembaga social kemasyarakatan; 

c. Menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan bidang administrasi sosial 

dan kemasyarakatan, yang meliputi urusan kependudukan, cacatan 
sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta organisasi 

kemasyarakatan; 
d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan analisis dan pemantauan 

kegiatan sosial kemasyarakatan dan fasilitasi bantuan sosial; 
e. melaksanakan kegiatan bantuan lembaga keagamaan, sarana dan 

prasarana ibadah ;  

f. melaksanakan kegiatan penyaluran insentif guru mengaji, imam masjid 
dan pimpinan ponpes dan guru TPA; 

g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penanganan bencana 
dan pasca bencana;  

h. merancang bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi 
lain  dibidang lembaga sosial kemasyarakatan; 
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i. Menyusun bahan laporan dan evaluasi tugas bidang lembaga sosial 
kemasyarakatan; dan 

j. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Bina Lembaga Sosial 
Kemasyarakatan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat. 
 

Paragraf 3 

Sub Bagian Koordinasi Kesejahteraan Sosial 
 

Pasal 31 
 

(1) Sub Bagian Koordinasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala 
Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi 
Kesejahteraan rakyat melaksanakan koordinasi, merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang kesejahteraan sosial. 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Koordinasi Kesejahteraan 

Sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut 
a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub   bagian koordinasi kesejahteraan social; 
b. merancang rencana program kerja dan kebijakan  teknis bidang 

kesejahteraan sosial; 

c. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi bidang kesejahteraan sosial 
meliputi  urusan pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga dan 

organisasi wanita; 
d. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan 

pendidikan, kesehatan,  pemuda, olahraga dan organisasi wanita; 
e. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan 

sosial;  

f. merancang  bahan dan melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi 
lain  terkait bidang kesejahteraan sosial; 

g. menyusun bahan laporan dan evaluasi tugas bidang kesejahteraan sosial; 
dan 

h. mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Koordinasi Kesejahteraan 

Sosial bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan 
Rakyat. 

 
Bagian Kesepuluh 

Asisten Administrasi Umum 
 

Pasal 32 

 
(1) Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan koordinasi, 
perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan 

pelaporan bidang Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Perencanaan 
dan Humas dan Protokol 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 

Administrasi Umum, mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di 

bidang Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Perencanaan dan Humas 
dan Protokol; 
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b. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis 
serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang Umum dan 

Perlengkapan, Keuangan dan Perencanaan dan Humas dan Protokol; 
c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Umum dan Perlengkapan, 

Keuangan dan Perencanaan dan Humas dan Protokol; dan 
d. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 
(3) Uraian Tugas Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 32 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di 
bidang Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Perencanaan dan 

Humas dan Protokol; 
b. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis 

serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang Umum dan 
Perlengkapan, Keuangan dan Perencanaan dan Humas dan Protokol; 

c. menyelenggarakan pembinaan kegiatan Umum dan Perlengkapan, 

Keuangan dan Perencanaan dan Humas dan Protokol melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 
d. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang 

tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah; dan 
e. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

 
 

Bagian Kesebelas 
Bagian Umum dan Perlengkapan 

 
Pasal 33 

 

(1) Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan 

pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan 
penyelenggaraan Pemerintahan di bidang umum dan perlengkapan meliputi 

pengolahan bahan perumusan kebijakan Ketatausahaan, urusan  
Perlengkapan dan Rumah Tangga, melaksanakan pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tugas bagian, serta membuat laporan secara berkala 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Perlengkapan, mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan dan Perumusan kebijakan sertaPelayanan Administrasi 
pengelolaan tata  usaha; 

b. penyelenggaraandanPerumusan Kebijakan serta Pelayanan Administrasi 
Pengelolaan rumah tangga; 

c. penyelenggaraan dan Perumusan  Kebijakan serta Pelayanan Administrasi 

pengelolaan Perlengkapan ; 
d. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 
(3) Uraian Tugas Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
a. mengkaji dan merumuskan rancangan Rencana Strategis Bagian; 
b. menyusun rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bagian; 

c. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja 
Bagian dengan Asisten dan para Kepala Bagian Lingkup Asisten Bidang 

Administrasi; 
d. merumuskan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan 

Penganggaran,penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 
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pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset daerah dalam lingkup 
sekretariat daerah; 

e. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan 
kebutuhan dan Penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset daerah 
dalam lingkup sekretariat daerah; 

f. melaksanakan penataan administrasi perencanaan kebutuhan dan 
Penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset daerah dalam lingkup 

sekretariat daerah   
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan kebutuhan dan 

Penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset daerah dalam lingkup 

sekretariat daerah   
h. melaksanakan administrasi bidang umum dan perlengkapan; dan 
i. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Umum dan 

Perlengkapan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum 
 

 
Paragraf 1 

Sub Bagian Tata Usaha 

 
Pasal 34 

 
(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan 
Perlengkapan melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kegiatan penatausahaan umum. 

(2) Uraian Tugas Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut:  

a. menyiapkan rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Tata Usaha; 
b. menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian 

Tata Usaha; 
c. mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan 

Rencana Anggaran Satuan Sub Bagian dengan Kepala Bagian Umum 

danKasubbag; 
d. membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup Sub 

Bagiannya; 
e. membantu Staf Ahli, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam 

pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub Bagiannya; 
f. melaksanakan Pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub Bagian Tata Usaha; 

g. melaksanakan pemantauan,  monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP 
Sub Bagian; 

h. melaksanakan pengkoordinasian, pengurusan dan pemeliharaan 
Penatausahaan Surat menyurat; 

i. menghimpun berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang 
dokumentasi surat menyurat dan ketatausahaan lainnya; 

j. menghimpun Menyimpan dan memelihara berbagai dokumen 

ketatausahaan; 
k. melaksanakan  pendataan, pemutakhiran dan pemeliharaan data serta 

informasi    sesuai bidang tugasnya; 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan   Tugas Pokok dan fungsinya; 
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m. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran 
Satuan  Kerja Sub Bagian secara berkala; 

n. membantu kepala Bagian dalam menyusun laporan secara berkala 
terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan 

o. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Tata Usaha bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan 

 

 
Paragraf 2 

Sub Bagian Rumah Tangga 
 

Pasal 35 
 

(1) Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

Rumah Tanggayang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 
Umum dan Perlengkapan melaksanakan koordinasi, merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan rumah tangga: 
(2) Uraian tugas Kepala Sub Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1), adalah sebagai berikut:  
a. menyiapkan rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Rumah Tangga; 
b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian 

Perlengkapan dan Rumah Tangga; 
c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rancangan 

Rencana Anggaran Satuan Sub Bagian  dengan Kepala Bagian Umum, 
Kepala Sub Bagian Lainnya; 

d. membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup Sub 
Bagiannya; 

e. membantu Kepala Bagian Umum dalam pembinaan dan pengembangan 

pegawai di lingkup Sub Bagiannya; 
f. melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja 

Sub Bagian; 
g. melaksanakan Pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub Bagian Perlengkapan dan 
Rumah Tangga; 

h. melaksanakan pemantauan,  monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP 

Sub Bagian; 
i. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan administrasi, Inventaris 

Barang, Perlengkapan  Setda dan rumah tangga Daerah; 
j. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan Setda setiap 

tahunnya; 
k. menghimpun berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang 

perlengkapan  dan rumah tangga daerah; 

l. menyimpan dan memelihara berbagai dokumen inventaris barang 
perlengkapan rumah tangga Setda; 

m. melaksanakan  pendataan, pemutakhiran dan pemeliharaan data serta 
informasi    sesuai bidang tugasnya; 

n. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran 
Satuan  Kerja Sub Bagian secara berkala; 

o. membantu kepala Bagian dalam menyusun laporan secara berkala 

terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga; dan 

p. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Rumah Tangga 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan. 
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Paragraf 3 
Sub Bagian Perlengkapan 

 
Pasal 36 

 
(1) Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

Perlengkapan yang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum 
dan Perlengkapan melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan 
dan mengevaluasi kegiatan perlengkapan: 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1), adalah sebagai berikut: 

a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub bagian perlengkapan ; 

b. menyiapkan perlengkapan untuk keperluan rapat dan keperluan dinas 
lainnya yang bersifat protokoler; 

c. mengatur penggunaan operasional kendaraan dan angkutan dinas untuk 

menunjang kelancaran tugas dan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM); 
d. melakukan pengurusan surat – surat kendaraan dinas dan surat – surat 

lainnya yang diperlukan; 
e. melakukan pemeliharaan kebersihan kantor, pekarangan lingkungan 

Kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan 
Rumah Dinas Sekretaris Daerah; 

f. melakukan pemeliharaan semua aset Sekretaris Daerah agar selalu dalam 

keadaan baik dan siap digunakan; 
g. melakukan pembayaran tagihan biaya langganan listrik, telepon dan air; 

h. melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan jaringan lampu jalan serta 
mengadakan pemeliharaan alat – alat listrik di Sekretariat Daerah; 

i. menyiapkan rekomendasi izin penggunaan sarana dan prasarana milik 
pemerintah Daerah; 

j. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan administrasi, Inventaris 

Barang, Perlengkapan  Setda dan rumah tangga Daerah; 
k. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan Setda setiap 

tahunnya; 
l. menghimpun berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang 

perlengkapan  daerah; 
m. Menyimpan dan memelihara berbagai dokumen inventaris barang 

perlengkapan rumah tangga Setda; 

n. melaksanakan  pendataan, pemutakhiran dan pemeliharaan data serta 
informasi    sesuai bidang tugasnya; 

o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan sub bagian 
perlengkapan; dan 

p. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Perlengkapan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan 
 

Bagian Keduabelas 
Bagian Keuangan dan Perencanaan 

 
Pasal 37 

 

(1) Bagian Keuangan dan Perencanaandipimpin oleh seorang Kepala Bagian, 
mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi 

penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan melaksanakan kegiatan 
bidang perencanaan dan anggaran, penatausahaan keungan, pembukuan 

dan pelaporan keuangan; 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian 
Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan anggaran, 
penatausahaan keungan, pembukuan dan pelaporan keuangan; 

b. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan dan anggaran, 
penatausahaan keungan, pembukuan dan pelaporan keuangan; 

c. evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan anggaran, 
penatausahaan keungan, pembukuan dan pelaporan keuangan; 

d. pelaksanaan administrasi bidang Administrasi perencanaan dan 

anggaran, penatausahaan keungan, pembukuan dan pelaporan 
keuangan; dan 

e. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada  ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan anggaran, 

penatausahaan keungan, pembukuan dan pelaporan keuangan; 
b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan 

anggaran, penatausahaan keungan, pembukuan dan pelaporan 
keuangan; 

c. melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan dan anggaran, 
penatausahaan keungan, pembukuan dan pelaporan keuangan; 

d. melaksanakan penataan administrasi bidang perencanaan dan anggaran, 

penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan keuangan; 
e. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan 

anggaran, penatausahaan keungan, pembukuan dan pelaporan 
keuangan; 

f. melaksanakan administrasi bidang keuangan; dan 
g. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Keuangan dan 
Perencanaanbertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum 

 
 

Paragraf 1 
Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran 

 

Pasal 38 
 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala Sub 
Bagian mempunyai tugas pokok  membantu kepala bagian keuangan dan 

perencanaan melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kegiatan perencanaan dan anggaran di lingkungan Sekretariat 
Daerah; 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut 

a. menyusun rencana kerja kegiatan sub bagian perencanaan anggaran; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub   bagian perencanaan dan anggaran; 
c. menyusun rancangan anggaran dan rancangan perubahan anggaran 

Sekretariat Daerah menurut bentuk dan pedoman yang telah ditentukan; 

d. menyusunrencana anggaran Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan 
Sekretaris Daerah; 

e. menyusun Dokumen Rencana Kegiatan dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Pokok danPerubahan Anggaran Sekretariat Daerah; 

f. mengkoordinasikan dan menyusun Dokumen Perencanaan Sekretariat 
Daerah; 
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g. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran Lingkup 
Sekretariat Daerah; 

h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
Subbagian Perencanaan Anggaran; dan 

i. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknyaKepala Sub Bagian Perencanaan dan 
Anggaran bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan 
Perencanaan 

 
 

Paragraf 2 
Sub Bagian Penatausahaan Keuangan 

 
Pasal 39 

 

(1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub 
Bagian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dan 

Perencanaan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan dan perbendaharaan 
di lingkungan Sekretariat Daerah 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ; 
a. menyusun rencana kerja kegiatan sub bagian penatausahaan keuangan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub   bagian penatausahaan keuangan; 

c. memproses gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; 
d. menerbitkan SPM/SPMU Belanja Lingkup Sekretariat Daerah ; 

e. melakukan pencatatan dan penatausahaan pembayaran dan pencairan 
anggaran; 

f. memproses pengangkatan dan pemberhentian bendahara pembantu di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 
g. memproses pengeluaran keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah; 

h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub 
bagian penatausahaan keuangan; dan 

i. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian 

Penatausahaan Keuanganbertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Keuangan dan Perencanaan. 

 
 

Paragraf 3 
Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan 

 

Pasal 40 
 

(1) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub 
Bagian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dan 

Perencanaan dalam pelaksanaan tugas pembukuan dan pelaporan 
keuangandi lingkungan Sekretariat Daerah; 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut ; 
a. menyusun rencana kerja sub bagian akuntansi dan pelaporan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub   bagian akuntansi dan pelaporan 

c. memproses Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS beserta 
lampirannya; 
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d. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan Sekretariat 
Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 

e. melakukan verifikasi dan pengesahan Surat Pertanggunjawaban 
Keuangan (Pengesahan SPJ) Sekretariat Daerah dan Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah; 
f. menyusun Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan; 

g. menyusun laporan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja 
Langsung sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan 
Semesteran dan prognosis 6 bulan berikutnya serta Laporan Keuangan 

akhir tahun anggaran; 
h. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah 

yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional 
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) dan Neraca; 
i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan 

j. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Pembukuan dan 
Pelaporan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan 

dan Perencanaan. 
 

Bagian Ketigabelas 

Bagian Humas dan Protokol 
 

Pasal 41 
 

(1) Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,  
mempunyai tugas pokok menyusun,  menghimpun,  menyiapkan 
perumusan Pedoman dan petunjuk teknis, mengkordinasikan bahan 

kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang protokol dan 
perjalanan, tata usaha pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Humas dan Protokol, mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang protokol dan perjalanan, tata usaha 
pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi ; 

b. pelaksanaan koordinasi di bidang protokol dan perjalanan, tata usaha 

pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi ; 
c. evaluasi dan pelaporan di bidang protokol dan perjalanan, tata usaha 

pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi; 
d. pelaksanaan administrasi di bidang protokol dan perjalanan, tata usaha 

pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi ; dan 
e. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 

a. merumuskan kebijakan di protokol dan perjalanan, tata usaha pimpinan 
serta pemberitaan dan dokumentasi; 

b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang protokol dan perjalanan, 
tata usaha pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi; 

c. melaksanakan koordinasi di bidang protokol dan perjalanan, tata usaha 

pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi; 
d. melaksanakan penataan administrasi protokol dan perjalanan, tata 

usaha pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi ; 
e. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan bidang protokol dan perjalanan, 

tata usaha pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi ; 
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f. melaksanakan administrasi bidang protokol dan perjalanan, tata usaha 
pimpinan serta pemberitaan dan dokumentasi ; dan 

g. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

 
 

Paragraf 1 
Sub Bagian Protokol dan Perjalanan 

 

Pasal 42 
 

(1) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan 

Protokol dalam pelaksanaan tugas Keprotokoleran dan fasilitasi perjalanan 
pimpinan; 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian  Protokol dan Perjalanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut ; 
a. menyusun rencana kerja kegiatan sub bagian protokol dan perjalanan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub   bagian protocol dan perjalanan; 

c. menfasilitasi kegiatan dinas Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pejabat Negara 
dan Tamu Daerah; 

d. menyusun dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan dinas Bupati, Wakil 

Bupati, DPRD dan Pejabat Penting lainnya; 
e. melaksanakan mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan acara protokoler 

Pemerintah Daerah;  
f. merumuskan konsep dan mengkoordinasikan pembinaan dan 

Pengembangan urusan Protokoler dan Perjalanan Dinas Pemda; 
g. melaksanakan teknis pengkoordinasian serta pengurusan dan 

pemeliharaan administrasi Protokoler dan Perjalanan Dinas Pemda; 

h. menginventarisasi, mengolah dan pemutakhiran data dan informasi 
bidang keprotokoleran dan Perjalanan Dinas Pemda;; 

i. menyiapkan dan mengatur penerimaan tamu – tamu pemerintah daerah 
yang berhak menerima pelayanan secara protokoler baik dalam negeri 

maupun manca Negara 
j. menyiapkan pelantikan dan upacara hari – hari besar nasional 
k. memproses administrasi perjalanan dinas yang bersifat protokoler 

l. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub 
Bagian Protokoler dan Perjalanan; dan 

m. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Protokol dan 
Perjalanan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol. 

 

Paragraf 2 
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 

 
Pasal 43 

 
(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinandipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol 

dalam pelaksanaan tugas di bidang tata usaha pimpinan; 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian  Tata Usaha Pimpinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut ; 
a. menyusun rencana kerja kegiatan sub bagian tata usaha pimpinan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 
pada sub   bagian tata usaha pimpinan; 
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c. menyiapkan dan mengatur administrasi kegiatan dinas Bupati, Wakil 
Bupati,Pejabat Negara dan Tamu Daerah; 

d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan persuratan dan tata usaha 
kegiatan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Penting lainnya; 

e. mempersiapkan dan menyusun dokumen kegiatan Kepala Daerah;  
f. merumuskan konsep dan mengkoordinasikan urusan tata usaha dengan 

pejabat terkait; 
g. memverifikasi dan mengagenda surat masuk, facsimile, email dan surat 

elektronik lainnya berkaitan dengan kegiatan Dinas Bupati, Wakil 

Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya ; 
h. menginventarisasi, mengolah dan pemutakhiran data dan informasi 

bidang tata usaha pimpinan; 
i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub 

Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan 
j. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Protokol dan 
Perjalanan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol. 

 
Paragraf 3 

Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi 
 

Pasal 44 

 
(1) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas 
dan Protokol dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan dan 

dokumentasi ; 
(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian  Pemberitaan dan Dokumentasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut ; 

a. menyusun rencana kerja  Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi ; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan 

pada sub   bagian Pemberitaan dan Dokumentasi 
c. menyusun kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan pemberitaan dan dokumentasi ; 
d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media; 
e. melaksanakan dan menerapkan kode etik jurnalistik bagi mitra pers; 

f. melaksanakan penyusunan bahan informasi yang berkaitan dengan 
perkembangan daerah; 

g. menyusun naskah pemberitaan sebagai bahan komunikasi dan 
informasi;  

h. melaksanakan fasilitasi pelayanan publikasi dan dokumentasi serta 
reportase aktifitas satuan kerja perangkat Daerah; 

i. melaksanakan penyusunan serta pembuatan media informasi; 

j. memfasilitasi publikasi tamu/kunjungan kepada kepala Daerah yang 
berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, pembangunan dan 

Pemerintahan; 
k. mempublikasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah ; 

l. menyusun bahan dan data yang berkaitan dengan pemberitaan dan 
penerangan aktifitas di Pemerintah Daerah; 

m. menyiapkan  naskah  pemberitaan (pressrelease) sebagai bahan 

informasi; 
n. menyiapkan bahan informasi yang berkaitan dengan perkembangan 

daerah kepada juru bicara Pemerintah daerah; 
o. reportase aktifitas kepala Daerah serta satuan kerja perangkat Daerah; 

p. melaksanakan pemeliharaan alat-alat dokumentasi; 
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q. membantu dan memfasilitasi pemberitaan, publikasi dan dokumentasi 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik di kabupaten maupun 

diluar kabupaten Bantaeng; 
r. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub 

Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; dan 
s. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan  tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja 
Organisasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub BagianPemberitaan dan 

Dokumentasibertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan 
Protokol. 

 
 

BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 45 
 

Kelompok jabatan  fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 
 

BAB VII 

ESELONERING 
 

Pasal 46 
 

(1) Eselonering Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng terdiri dari : 
a. Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural Eselon II-A; 
b. Asisten, Pejabat Struktural Eselon II-B; 

c. Kepala Bagian, Pejabat Struktural Eselon III-A; 
d. Kepala Sub Bagian, Pejabat Struktural Eselon IV-A; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng  dilakukan oleh Bupati. 
 
 

BAB VIII 
STAF AHLI 

 
Pasal 47  

 
(1) Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat dibantu staf ahli ; 
(2) Staf ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati ; 
(3) Staf ahli berjumlah paling banyak 3 (tigas ) staf ahli; dan 

(4) Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB IX 

TATA KERJA 

 
Pasal 48 

 

(1) Dalam melaksanakan tugasdan fungsinya Sekretaris Daerah wajib dan taat 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Sekretaris Daerah mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
Organisasi Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/swasta terkait, 

dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan. 

 
Pasal 49 

 
Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kelompok 
Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Sekretariat Daerah wajib 

melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, 

integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan 
efesiensi. 

 
Pasal 50 

 

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kelompok 
Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat Daerah wajib memimpin, 

mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan pertunjuk 
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing. 

 
(2) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kelompok 

Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan 

mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.  

 
Pasal 51 

 
Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kelompok 
Jabatan Fungsional Tertentu , pada Sekretariat Daerah wajib mengawasi dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan 

dan atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

 
Pasal 52 

 

(1) Sekretaris Daerah, Asisten Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ketua 
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat Daerah wajib 

menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan 
masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 
(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimasksud pada ayat (1), 

menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan 

pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 53 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 

Tahun 2010tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugasdan tata kerja Sekretariat 
DaerahKabupaten Bantaeng   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 54 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng 

 
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 11 Nopember 2016 

 
BUPATI BANTAENG 

Cap/ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH 

 
Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 12 Nopember 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
  

 
 
ABDUL WAHAB, SE, M.Si 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP   : 19660513 199203 1 009 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 TAHUN 2016 NOMOR 45 
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Ditetapkan di Bantaeng 

Pada Tanggal 11 Nopember 2016 

 

BUPATI BANTAENG 
Cap/ttd. 

H. M. NURDIN ABDULLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diundangkan di Bantaeng   

Pada Tanggal 12 Nopember 2016 

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 

 
 

ABDUL WAHAB, SE, M.Si 

Pangkat : Pembina Utama Muda 

NIP   : 19660513 199203 1 009 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG   

Lampiran  :  Peraturan Bupati Bantaeng  
Nomor  :  45 Tahun 2016 

Tanggal :  11 Nopember 2016 
Tentang  :  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 TAHUN 2016 NOMOR 45 
 

 BUPATI 

WAKIL BUPATI 

SUB BAGIAN 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN KINERJA 
PEMERINTAH 

SUB BAGIAN 
FASILITASI 

PERANGKAT DAERAH 
DAN KERJASAMA 

 SEKRETARIS DAERAH 

BAGIAN ADM 
PEMERINTAHAN 

UMUM 

BAGIAN 
ORGANISASI & 

KEPEGAWAIAN 

BAGIAN ADM 
PEREKONOMIAN 

DAN SDA 

SUB BAGIAN 
KELEMBAGAAN, 

KEPEGAWAIAN DAN 
PEMBERDAYAAN 

APARATUR 

SUB BAGIAN 
ANALISIS 

AKUNTABILITAS 
KINERJA 

SUB BAGIAN 
PERTAMBANGAN 
ENERGI, SDM DAN 

TRANSMIGRASI 

SUB BAGIAN 
PEMBINAAN 

BUMD 

BAGIAN ADMINISTRASI 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

SUB BAGIAN BINA 
MENTAL SPRITUAL  

SUB BAGIAN BINA 
LEMBAGA SOSIAL 

KEMASYARAKATAN 

SUB BAGIAN BINA 
PEMERINTAHAN 

KECAMATAN & 
KELURAHAN/ DESA 

SUB BAGIAN BINA 
SARANA DAN 
PRASARANA 

USAHA EKONOMI 

ASISTEN ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

ASISTEN PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN  
ASISTEN ADMINISTRASI 

UMUM  

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
KETATALAKSANAAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

SUB BAGIAN KOORDINASI 

KESEJAHTERAAN SOSIAL  

BAGIAN ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN DAN 

PEMBINAAN PBJP 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 
PROGRAM DAN PENDUKUNG 
PENGADAAN BARANG DAN 
JASA PEMERINTAH SECARA 

ELEKTRONIK 

SUB BAGIAN FASILITASI 
LAYANAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA 

PEMERINTAH (ULP) 

SUB BAGIAN 
PENGENDALIAN, 
PELAPORAN DAN 

EVALUASI 

BAGIAN 
HUKUM DAN 

HAM 

SUB BAGIAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-

UNDANGAN 

SUB BAGIAN HAM, 
INFORMASI & 

BANTUAN HUKUM 

SUB BAGIAN 
TINDAK LANJUT 

TEMUAN 

PEMERIKSA 

BAGIAN UMUM 
DAN 

PERLENGKAPAN  

BAGIAN KEUANGAN 
& PERENCANAAN 

BAGIAN HUMAS 

DAN PROTOKOL 

SUB BAGIAN TATA 
USAHA  

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

ANGGARAN  

SUB BAGIAN 
PROTOKOL DAN 

PERJALANAN  

SUB BAGIAN 
RUMAH TANGGA  

SUB BAGIAN 
PERLENGKAPAN  

SUB BAGIAN 
PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
PEMBUKUAN & 

VERIFIKASI 
KEUANGAN  

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

PIMPINAN 

SUB BAGIAN 
PEMBERITAAN & 

DOKUMENTASI  

STAF AHLI BUPATI BIDANG 
PEMERINTAHAN  

STAF AHLI BUPATI BIDANG 
EKONOMI PEMBANGUNAN 

STAF AHLI BUPATI BIDANG               
SOSIAL KEMASYARAKATAN 

TIPE B 


